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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setelah diterbitkan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah 

dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dan daerah penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia mulai 

dijalankan (Suwandi & Tahar, 2015). Dalam perkembangannya kedua 

peraturan ini diperbaharui dengan UU No. 23 tahun 2014 dan UU No. 33 tahun 

2004 (Yulian, 2014). Pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah di 

Indonesia saat ini mengacu pada UU No. 23 tahun 2014 dan UU No. 33 tahun 

2004. UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 menjelaskan otonomi daerah adalah 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan yang diambil agar pemerintah 

daerah dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata 

kelola pemerintah yang baik, menggali potensi di daerah sendiri tanpa campur 

tangan pemerintah pusat seoptimal mungkin sehingga dapat berdampak pada 

pelayanan kepada masyarakat (Nasution et al., 2017). Pengelolaan keuangan 

daerah berperan penting terhadap kemajuan suatu daerah. Berkembang atau 

tidaknya suatu daerah tergantung pada cara mengelola keuangan tersebut. 

Karena proses akuntansi dihasilkan infomasi untuk berbagai pihak maka 

dalam mewujudkan sistem tata kepemerintahan yang baik perlu adanya 
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perubahan dibidang akuntansi pemerintahan. Perubahan tersebut harus didasari 

dengan suatu dasar yang kuat dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP) (Langelo et al., 2015). Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual 

di atur dalam peraturan pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 didukung  dengan 

ditetapkan peraturan menteri dalam negeri No. 64 Tahun 2013 tentang 

penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah 

daerah mulai ditetapkan sejak tahun 2015 (Langelo et al., 2015). Hal tersebut 

diharapkan dapat memberikan kemajuan terhadap laporan keuangan 

pemerintah yang lebih efektif dan transparan. Laporan keuangan harus dibuat 

secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan, karena laporan 

keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan 

keputusan (Ropa, 2016).  

Dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah mengalami 

perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual. Menurut Rohman 

et al (2018) menjelaskan dalam basis akrual mendasar pengakuan dan 

pencatatan transaksi pada saat terjadinya transaksi bukan pencatatan pada saat 

kas sudah diterima atau sudah dibayar atau belum. Perubahan basis tersebut 

diharapkan dapat memberikan gambaran atas posisi keuangan, menyajikan 

informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan dapat bermanfaat 

dalam mengevaluasi kinerja. Dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah setiap organisasi menginginkan  tujuannya dapat tercapai secara 

efektif dan efisien (Rukayah et al., 2017). Pemerintah pusat memberikan hak 

kepada pemerintah daerah untuk merancang kebijakan daerahnya sendiri untuk 
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mencapai tujuan nasional selama pemerintah membuat kesesuaian dengan 

pemerintah pusat (Purnamasari & Dwiranda, 2015). 

Negara-negara yang sudah menerapkan akrual umumnya berapa di garis 

depan dalam perubahan manajemen publik. Terdapat rekomendasi penerapan 

akuntansi akrual dari lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, 

OECD, ADB dan IMF (Rohman et al., 2018). Salah satu alasan rekomendasi 

penerapan akrual yaitu perbandingan laporan keuangan antar negara. Hal 

tersebut didukung oleh adanya pandangan bahwa informasi akrual merupakan 

alat manajemen keuangan yang efektif yang dapat meningkatkan kualitas 

pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pada sektor publik serta dapat 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengendalian administrasi 

dalam proses pengelolaan sumber daya pemerintah. Salah satu alasan 

rekomendasi penerapan akrual yaitu perbandingan laporan keuangan antar 

negara. Dalam menerapkan akuntansi pada awalnya memiliki perbedaan antara 

pemerintah dan pemerintah daerah serta pemerintah desa dibandingkan 

organisasi privat/swasta. Pada sektor publik khususnya pemerintah belum 

memiliki pengalaman yang panjang dengan basis akrual sedangkan di sektor 

swasta sudah memiliki waktu dan pengalaman yang panjang (Rohman et al., 

2018). 

Untuk menilai keberhasilan sebuah organisasi publik pada suatu periode 

tertentu perlu dilakukan pengukuran kinerja (Zulkarnain, 2020). Sistem 

pengukuran kinerja sektor publik dapat digunakan untuk melihat dan menilai 

pemerintah daerah berhasil atau tidaknya dalam menjalankan tugasnya. 
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Pengukuran kinerja dilakukan untuk membantu memperbaiki kinerja di tahun 

berikutnya yang akan datang sebagai pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan dan pengalokasian sumber daya, dan mewujudkan 

pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan alat dalam mengupayakan 

perbaikan dalam hal komunikasi kelembagaan (Muarif  & Indriani, 2019).  

Menurut Zulkarnain (2020) pengelolaan keuangan secara rata-rata 

nasional saat ini PAD masih sangat terbatas, ketergantungan daerah terhadap 

transfer ke daerah masih sangat tinggi. Ketergantungan tersebut mencapai 

80,1% dan kontribusi PAD hanya sekitar 12,87% pernyataan dari Menteri 

Keuangan RI, Sri Mulyani. Peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan 

daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD 

menunjukkan semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

pemerintah pusat. Tetapi dalam kenyataan tidak semua daerah mampu lepas 

dari pemerintah pusat hal itu dikarenakan kebutuhan tiap daerah berbeda. Maka 

dari itu pemerintah pusat tidak bisa lepas begitu saja terhadap kebijakan 

otonomi daerah. Pada akhirnya pemerintah pusat melakukan transfer dana 

berupa dana perimbangan yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah 

(Suwandi & Tahar, 2015).  

Analisis rasio keuangan sudah banyak digunakan pada perusahaan 

swasta, sedangkan pada lembaga publik masih terbatas penggunaannya. Untuk 

mengetahui tingkat kinerja pemerintah daerah yaitu dari hasil analisis dan hasil 

tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja 

pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Rasio-rasio keuangan daerah yang 
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dihasilkan dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah kabupaten dan 

kota dalam mengelola keuangan (Sulistyo, 2018).  

Penelitian terdahulu mengenai kinerja keuangan daerah sudah banyak 

dilakukan. Penelitian Koesarieyanto (2015) tentang kinerja keuangan serta 

kemampuan keuangan daerah kabupaten Blitar sebelum dan sesudah diterapkan 

penganggaran berbasis kinerja. Hasil penelitian menunjukkan hasil tingkat 

kemandirian keuangan daerah semakin meningkat, tingkat efektivitas dalam 

tingkatan efektif, tingkat efisiensi pengelolaan keuangan dalam kategori tidak 

efisien, tingkat aktivitas belanja daerah memprioritaskan belanja rutin daripada 

belanja pembangunan. Derajat otonomi fiskal kearah yang lebih baik dan indeks 

kemampuan rutin menjadi lebih baik dan meningkat. Penelitian Sulistyo (2018) 

tentang analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Hasil 

penelitian menunjukkan harga energi batubara dan APBD berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Timur. Kinerja 

keuangan pemerintah provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2016 

menunjukkan kinerja yang baik, mandiri, dan cukup efektif. 

Penelitian Zulkarnain (2020) tentang kinerja keuangan pemerintah 

kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan rasio 

desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten-kota di Jawa Barat mayoritas masih 

tergolong rendah, rasio ketergantungan masuk dalam kategori “rendah”, rasio 

efektivitas PAD telah efektif dan sangar efektif, rasio belanja modal telah ada 

upaya memaksimalkan belanja modal. Penelitian Pilat & Morasa (2017) tentang 

analisis rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota 
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Manado untuk menilai kinerja keuangan pemerintah kota Manado 

menunjukkan hasil kemandirian pemerintah kota Manado berada pada 

kemampuan keuangan yang masih sangat rendah, derajat desentralisasi fiskal 

masih kurang, tingkat efektif dan efisiensi terbilang efektif dan efisien, rasio 

belanja tidak langsung dan rasio belanja langsung lebih banyak menggunakan 

dana untuk pengeluaran dana untuk pengeluaran belanja tidak terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan secara langsung. Pada penelitian sebelum-sebelumnya 

terdapat perbedaan hasil penelitian di setiap daerah. Topik tersebut sangat 

menarik untuk dikembangkan kembali dengan menambah objek yang luas, 

tidak hanya satu daerah kabupaten/kota. Penelitian-penelitian sebelumnya 

kebanyakan hanya melakukan pada satu daerah kabupaten atau kota dalam 

menganalisis kinerja keuangan. Hal tersebut menjadi motivasi penelitian ini 

untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama, namun dengan ruang 

lingkup yang lebih luas serta tahun berbeda dengan meneliti analisis kinerja 

keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah tahun 

2015-2019. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis melakukan 

penelitian berjudul “Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2015-2019”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan 

masalah sebagai berikut : Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019 berdasarkan 

analisis rasio keuangan yang meliputi : Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio 

Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Belanja Modal, Rasio Likuiditas, 

Rasio Solvabilitas, Rasio Profitibilitas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019 dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan yang meliputi : Rasio Derajat 

Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Belanja 

Modal, Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Profitibilitas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Secara teoritik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja 

keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah 

ditinjau dari teori rasio derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, 

rasio efektivitas PAD, rasio belanja modal, rasio likuiditas, rasio solvabilitas 

dan rasio profitabilitas. 
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2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi hasil kinerja dari 

pemerintah berdasarkan perhitungan rasio dan analisis hasil penelitian, 

sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk kinerja satuan 

kinerja perangkat daerah di pemerintah daerah kabupaten dan kota di 

Provinsi Jawa Tengah agar meningkatkan kinerjanya dalam melayani 

masyarakat. 

b) Bagi pihak investor dan masyarakat 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan hasil kinerja pemerintah 

daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah dalam 

mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. 

c) Bagi Peneliti 

Penelitian ini berguna dalam menambah wawasan peneliti dan dapat 

menjadi referensi dan data tambahan dalam mengembangkan penelitian 

mengenai kinerja pemerintah daerah.  

d) Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan 

acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini bertujuan menunjukkan informasi kepada pembaca mengenai 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan diuraikan tentang landasan teori yang menjadi dasar dalam 

analisa data, menjelaskan teori-teori  yang berkaitan dengan variabel penelitian 

seperti rasio keuangan pemerintah daerah. Setelah itu diuraikan dan 

digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian. 

Metode penelitian diuraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, data 

dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi 

operasional variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan disampaikan tentang gambaran umum penelitian, 

hasil penelitian dan pembahasan hasil analisis data. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

  


